
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.647, 2021 KEMENHUB. Terminal. Penumpang Angkutan 

Jalan. Penyelenggaraan. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 24 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 88 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal 35 ayat 

(3) dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang 

Angkutan Jalan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6642); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1555); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN 

JALAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling 

terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

2. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi 

pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa 

terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan 

sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 

3. Rencana Induk Terminal adalah dokumen rencana 

pengembangan masing-masing terminal penumpang di 

masa yang akan datang. 

4. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum 

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang 

dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 

5. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan 

selain pengemudi dan awak kendaraan. 

6. Lokasi Terminal Penumpang adalah letak Simpul 

Terminal yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda 

dan/atau intermoda pada suatu wilayah yang ditentukan 

dengan titik koordinat.  

7. Zona Pelayanan Terminal adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan 

pelayanan Terminal. 

8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di  bidang sarana dan prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan. 

10. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang 

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi. 

12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat. 

 

BAB II 

PERENCANAAN TERMINAL 

 

Pasal 2 

Perencanaan Terminal Penumpang meliputi: 

a. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal 

Penumpang; 

b. penetapan Simpul dan Lokasi Terminal Penumpang; dan 

c. tipe dan kelas Terminal Penumpang. 

 

Pasal 3 

(1) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal 

Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2   

huruf a disusun berdasarkan rencana induk Jaringan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

(2) Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal 

Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan 

dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 4 

(1) Penetapan Simpul Terminal Penumpang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memperhatikan 
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rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Terminal 

Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Simpul Terminal Penumpang tipe A; 

b. Simpul Terminal Penumpang tipe B; dan 

c. Simpul Terminal Penumpang tipe C. 

(3) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan bagian dari Jaringan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari 

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

 

Pasal 5 

(1) Simpul Terminal Penumpang tipe A sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan 

dengan memperhatikan: 

a. rencana tata ruang wilayah nasional;  

b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan nasional; 

c. rencana umum jaringan trayek; 

d. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan nasional; dan 

e. keterpaduan dan konektivitas dengan moda 

transportasi lainnya. 

(2) Simpul Terminal Penumpang tipe A sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria: 

a. berada pada pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan 

wilayah, dan pusat kegiatan lokal; 

b. berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas 

negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi;  

c. terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan 

lintas batas negara dan/atau antarkota 

antarprovinsi; dan 

d. berada pada lintas penyeberangan yang 

menghubungkan jaringan jalan nasional dan/atau 
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